
BUPATI DOMPU 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

PERATURAN BUPATI DOMPU 

NOMOR Al TAHUN 2 0 2 5 

TENTANG 

R E N I C A N A K E R J A P E M E R I N T A H D A E R A H 

K A B U P A T E N D O M P U T A H U N 2 0 2 6 

DENQAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI DOMPU, 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meuoajudkan sinergitas antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan 

pembangunan serta mewoijudkan efisiensi alokasi 

sumberdaya dalam pembangunan daerah, perlu d isusun 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2 0 2 6 ; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 6 ayat ( 2 ) 

Undang-Undang Nomor 2 5 T a h u n 2 0 0 4 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasinal {Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2 0 0 4 Nomor 1 0 4 , Tambahan 

Lembiaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 4 2 1 ) , RKPD 

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d imaksud 

pada huru f a dan huru f b, perlu membentuk Peraturan 

Bupajti tentang Rencana Kerja Pemerintah Dacrah 

KabuRaten Dompu T a h u n 2 0 2 6 ; 

Mengingat : 1 . Pasalj 1 8 Ayat (6 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indoresia Tahun 1 9 4 5 ; 

2 . Undang-Undang Nomor 2 5 Tahun 2 0 0 4 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 



RepLjblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan 

LemRaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 

Dacrbh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

NomOr 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kal i 

lerakjhir dengan Undang-Undang Rebuplik Indonesia Nomor 

6 Tdhun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Peng^anti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Ciptd Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara 

Repu|blik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan 

Lemtjaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

Peratjuran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tcntang 

PengOlolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara T a h u n 

2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322); 

PeralRran Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tenta|ig Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Eva luas i 

Pemtjangunan Daerah, Tata Cara Evaluas i Rancangan 

Pcratbran Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 
* 

Meneqgah Dacrah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan J a n g k a Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka xMenengah Daerah, Dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1114); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 T a h u n 2019 

Tentang Klasi f ikasi , Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dacrah (Berita 

Negara Tahun 2019 Nomor 1447); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781); 



9. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 

tentang Pedoman P e n N U s u n a n Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2026 (Benta Negara Republik Indonesia 

Tahun 2025 Nomor 435); 

10. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dompu Tahun 2011-2031 

(Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2012 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2); 

11 . Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 05 T a h u n 2024 

Tentang .Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu T a h u n 2024 

Nomor 05); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2024 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten 

Dompu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Dompu Tahun 2024 Nomor 6); 

MEMUTUSKAN; 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA K E R J A 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2026. 

B A B I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati im yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu. 

2. Kepala Daerah adalah Bupat i dan Waki l Bupat i Dompu. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

4. Dewan Perwakilan Rakvat Daerah yang sclanjutnya disebut 

DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakvat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten 

Dompu. 



5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupat i dan DPRD 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkal R K P 

adalah dokumen perencanaan nasional. 

7. Rencana Pembangunan J a n g k a Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat R P J M D adalah dokumen perencanaan 

daerah Kabupaten Dompu untuk periode 5 (lima) tahun. 

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah 

Kabupaten Dompu untuk periode 1 (satu) tahun. 

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-PD 

adalah dokumen perencanaan OrganivSasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Dompu untuk periode 1 (satu) tahun. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD Adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 

oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 

peraturan daerah. 

B A B I I 

RKPD 

Pasal 2 

RKPD T a h u n 2026 merupakan dokumen perencanaan 

pembangunan yang berpedoman pada RPJMD T a h u n 2025-2029, 

R K P Tahun 2026, RKPD Provinsi NTB Tahun 2026 yang berisi 

program-program prioritas yang d i laksanakan langsung oleh 

Pemerintah Daerah Tahun 2026. 

Pasal 3 

(1) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 

d isusun dengan .sistematika sebagai berikut: 

a. bab pertama berisi ura ian pendahuluan; 

b. bab kcdua berisi gambaran um um kondisi daerah; 

c. bab ketiga berisi rancangan kerangka ekonomi dacrah dan 

kebijakan keuangan daerah; 

d. bab keempat berisi sasaran dan prioritas pembangunan 

daerah; 



e. bab kelima berisi rencana kerja dan pendanaan daerah; 

f. bab keenam berisi kinerja penyelenggaraan pemerintah 

daerah; 

g. Bab ketujuh berisi penutup. 

(2) Uraian secara rinci RKPD T a h u n 2026 sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 ) dimuat dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat i 

ini . 

Pasal 4 

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

digunakan sebagai pedoman: 

a. Perangkat Daerah dalam menyusun {Renja PD); dan 

b. penyusunan kebijakan u m u m APBD dan prioritas plalbn 

anggaran sementara. 

P a s a l 5 

Rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon 

anggaran sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf b disampaikan Bupat i kepada DPRD untuk dibahas 

sebagai landa'san penyusunan rancangan APBD. 



BAB III 

• PENUTUP 

Pasal 6 

Pcraturdn Bupat i ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar isetiap orang mengctahuinya, memerintahkan 

penguncangan Peraturan Bupat i in i dengan penempatannya 

dalam Blerita Daerah Kabupaten Dompu. 

Diundangkan di Dompp 

pada Tanggal 3 -^Ut 

Ditetapkan di 

pada Tanggal 

Dompu 

3 UUt_ l 

PATI DOMPU, 

2025 

lANG F IRDAUS 

2025 

S E K R E T A R 1 3 DAERAH 
)OMPU, 

VAN P PUTRA 

B E R I T A DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2025 NOMOR 726 


